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ABSTRAK 

Nabilla 
 

Penelitian ini mengkaji kriteria dan syarat suatu kondisi yang dapat didalilkan 
sebagai force majeure sehingga membatalkan pelaksanaan perjanjian dagang 
internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016 serta menganalisa 
pandemi COVID-19 sebagai force majeure berdasarkan CISG dan UPICC 2016. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan 
konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 
dan wawancara dengan legal officer bank dan advokat yang memiliki spesilalisasi 
di litigasi. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. 

Terdapat 2 hasil penelitian yaitu pertama, terdapat perbedaan antara pengaturan 
force majeure di CISG, UPICC 2016 dan UCP 600. Pasal 79 CISG menggunakan 
kata “impediment beyond his control” dan tidak menyebutkan kata force majeure 
secara spesifik. Kekurangan Pasal 79 CISG adalah CISG tidak mendefinisikan 
istilah 'impediment' sehingga menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. 
Konsep force majeure pada Pasal 7.1.7 UPICC 2016 harus membuktikan bahwa 
non-performance (non-kinerja) terjadi karena adanya kendala/hambatan diluar 
kemampuannya yang tidak wajar yang tidak dapat diperkirakan untuk 
diperhitungkan ketika membuat perjanjian atau para pihak tidak dapat menghindari 
atau menanggulanginya konsekuensi dari kejadian yang diluar kemampuannya. 
Sedangkan Pasal 36 UCP 600 hanya mengatur terkait dengan pembayaran yang 
dilakukan oleh bank ketika terdapat L/C yang tidak sesuai dengan dalih terjadinya 
COVID-19 dan tidak terkait dengan wanprestatie. 

Kedua, bank selalu melakukan pembayaran jika permintaan pembayaran sudah 
sesuai ketentuan dalam L/C tanpa dapat diganggu gugat oleh pihak yang melakukan 
pembayaran. Satu-satunya jalan yang dapat diambil oleh pembeli untuk 
mendapatkan kembali uang atas pembayaran yang telah dibayarkan adalah melalui 
gugatan wanprestatie di pengadilan bukan permohonan untuk pengadilan 
menerbitkan putusan sela dalam menghentikan secara sementara pembayaran L/C. 
Bahwa tidak ada standar objektif untuk penerapan Pasal 79 CISG maka COVID-19 
sebagai peristiwa force majeure harus dilihat case per case basis karena penting 
untuk mengkaji kebijakan apa di negara terkait yang dapat menghambat pelaku 
usaha untuk menjalankan kewajibannya. 

 
Kata kunci: force majeure, hardship, letter of credit  
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ABSTRACT 

Nabilla 
 
This study examines the criteria and conditions that can be postulated as force 
majeure to cancel the implementation of international trade agreements according 
to CISG, UCP 600, and UPICC 2016 and analyzes the COVID-19 pandemic as 
force majeure based on CISG and UPICC 2016. 
This type of research is normative legal research. The approach is a statutory 
approach and a conceptual approach. Data collection methods are literature 
studies and interviews with bank legal officers and lawyers who specialize in 
litigation. This research is qualitative data analysis. 
There are 2 research results, first, there are differences between the force majeure 
arrangements at CISG, UPICC 2016 and UCP 600. Article 79 of the CISG uses the 
word "impediment beyond his control" and does not mention the word force 
majeure specifically. The shortcoming of Article 79 of the CISG is that the CISG 
does not define the term 'impediment' which creates ambiguity and legal 
uncertainty. The concept of force majeure in Article 7.1.7 of UPICC 2016 must 
prove that non-performance occurs due to unreasonable obstacles beyond its 
capabilities that cannot be expected to be considered when making an agreement 
or the parties are unable to avoid or overcome the consequences from the 
impediment. Meanwhile, Article 36 of UCP 600 only regulates payments made by 
banks when there is an L/C that is not in accordance with the pretext of the 
occurrence of COVID-19 and is not related to event of default. 
Second, bank always makes payments if the payment request is in accordance with 
the provisions in the L/C without being contested by the party making the payment. 
The only way for buyer to get the money back for the payment that has been paid is 
through a breach of contract lawsuit in court instead of an application for the court 
to issue an interlocutory decision to temporarily stop the L/C payment. There is no 
objective standard for the application of Article 79 of the CISG, COVID-19 as a 
force majeure event must be seen on a case-by-case basis because it is important 
to examine what policies in the relevant country can hinder business actors from 
carrying out their obligations. 
Keywords: force majeure, hardship, letter of credit   
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